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NOMOR SOP 49/SOP/2500/01/2022
TGL. 18 Oktober 2019
PEMBUATAN
TGL. REVISI 16 Agustus 2021
TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT NAMA SOP SOP Focus Group Discussion (FGD)
JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 1. Memahami struktur organisasi dan tata kerja

2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Peraturan Presiden No. 49 Tahun Konstitusi

2012 Tentang Kepaniteraan dan 2. Mampu mengoperasikan komputer dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah kelengkapannya

Konstitusi 3. Memiliki kemampuan bekerja dalam suatu

2. Peraturan Sekretaris Jenderal MK No. kepanitiaan
3 Tahun 2019 Tentang Perubahan 4. Memiliki kemampuan di bidang hukum.

Atas Peraturan Sekjen MK No. 13
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.
49/PMK.02/2017 Tentang Standar
Biaya Masukan

4. Petunjuk Operasional Kegiatan
Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

5. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi




Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Persidangan Jarak
Jauh

9. Peraturan Lembaga limu
Pengetahuan Indonesia Nomor 20
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Peneliti

1. SOP Pelaporan Penelitian Kerjasama 1. Komputer dan kelengkapannya

2. SOP Penyusunan Kajian Perkara 2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
Pendalaman

3. SOP Penyusunan Kajian Perkara
Komprehensif

4. SOP Penyusunan Pendapat Hukum

Jika kegiatan ini tidak dapat terlaksana Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual
dengan baik, maka dukungan substantif
terhadap hakim terkait isu hukum strategis
menjadi berkurang

Digital Signature
so0p6825550302220103092552




Kegiatan Dokumentasi

Menyusun TOR, Nota Dinas, dan SK Panitia FGD

Menandatangani TOR, Nota Dinas, dan SK Panitia
FGD

Mereview TOR, Nota Dinas, dan SK Panitia FGD

Menyusun Surat Undangan FGD untuk
Narasumber dan Peserta

Menyusun Materi FGD
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PRAKTIK SISTEM NOKEN DI PAPUA
SERTA RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP PEMILU
DALAM KONSTITUSI —

Oleh:

Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri

Jakarta, 28 September 2021




6. Memeriksa Surat Undangan dan Materi FGD )
7. Mengirimkan dan Mengkonfirmasi Undangan dan
Materi FGD
8. Melaksanakan FGD
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9. Melaporkan pelaksanaan FGD
Ponakeon Peskorie i
Pengelolaan Perpustakaan
10. Memberikan catatan terkait FGD administrasi

draft TOR, Nota




JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PERPUSTAKAAN DAN
SEJARAH KONSTITUSI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan

2. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomorl3 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan Kepala Perpustakaan
Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Perpustakaan
Khusus

1. SOP Pengembangan Bahan Pustaka

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik
maka akan menghambat penyelesaian

NOMOR SOP 12/SOP/2500/01/2022

TGL. 18 September 2020

PEMBUATAN

TGL. REVISI 10 Desember 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT NAMA SOP Layanan Referensi Hukum dan

1. Pelaksana memiliki kemampuan menganalisis
kebutuhan referensi hukum dan konstitusi

2. Pelaksana memiliki kemampuan menelusuri
informasi hukum dan konstitusi

3. Pelaksana memiliki kemampuan menyediakan
referensi hukum dan konstitusi

1. Komputer dan Kelengkapannya.
2. Koleksi buku hukum dan konstitusi

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Konstitusi




Kegiatan

Menerima daftar kebutuhan referensi pemustaka

Dokumentasi

Menelusuri bahan referensi melalui katalog buku
dalam aplikasi sistem perpustakaan

Memeriksa dan menganalisis referensi yang
dibutuhkan pemustaka

o Uy

Perpustakaan Online 5

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menerima hasil analisa bahan referensi dan
mengelompokan sesuai dengan kebutuhan

Mencatat bahan referensi yang tersedia di
perpustakaan ke dalam apikasi perpustakaan
inislite

BACKOFFICE

Perpustakaan Mahiamah Konstitus!
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Menerima dan mereview laporan hasil pekerjaan
layanan




JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PERPUSTAKAAN DAN
SEJARAH KONSTITUSI

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 66
Tahun 2015 tentang Museum

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang
Museum

5. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi No 13 tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1. SOP Pengembangan Konten Pusat
Sejarah Konstitusi

2. SOP Pemeliharaan Pusat Sejarah
Konstitusi

NOMOR SOP 9/SOP/2500/01/2022
TGL. 18 September 2020
PEMBUATAN
TGL. REVISI 10 Desember 2021
TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT NAMA SOP Layanan Kunjungan Pusat Sejarah

1. Pelaksana menguasai materi tentang sejarah
konstitusi di Indonesia

2. Pelaksana memiliki kemampuan komunikasi yang
baik untuk menyampaikan materi

3. Pelaksana memiliki kemampuan manajemen
waktu yang baik dalam melayani

1. Komputer dan Kelengkapannya.
2. Media/Alat penyaji informasi

Konstitusi




Kegiatan

Dokumentasi

Menerima disposisi Sekretaris Jenderal melalui
SIKD

Memerintahkan Kabid Perpustakaan menerima
kunjungan

Dizsksanalan
o B mf&t« Dpass tokng 4sa:u;n s
onst Perpustakaan dan Hasanah) Pustakanan Muda (Lna (ess) Pustakanan dalam
Seanhionsttis  Herina) Pustakanas Pertama o memanci Puskon
{Dewi Fitryan) Pustakaman ‘sesual wutan petuzas.
Pelaksana (Eling Mastoh) sebelmogs, tema
Melakukan koordinasi dengan Pustakawan dalam
menyiapkan layanan kunjungan
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i (Hanindyo) Pustakaman Muda Siaglan ST Pemandy
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et Firiyani), Pustalanan undan penugasan
Peisksana [Eling Maston)
Melakukan koordinasi dengan Biro Umum terkait
kesiapan sarana prasarana

Melakukan koordinasi dengan Kabag Protokol
terkait kesiapan penerimaan kunjungan




Membuat surat tugas untuk pemandu layanan
kunjungan
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Kepala Pusat Penelitian dan

Pengkajian Perkara, dan

Pengelolaan Perpustakaan =

Pengkajian Perkara  Tembusan : Penelit Ahli Pertama |
(Edina Maria Christin Sinaga)
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Mempersiapkan dan mengecek
peralatan di Pusat Sejarah Konstitusi

sistem dan

Memberikan layanan kunkungan di Pusat Sejarah
Konstitusi

Mendampingi pustakawan dalam memberikan
layanan kunjungan

10.

Menyampaikan laporan penyelesaian penugasan
kepada Kapuslitka

LAPORAN DATA KUNJUNGAN PADA PUSAT SEIARAH KONSTITUS!
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Menerima dan mencatat laporan kunjungan
sebagai bahan laporan tahunan
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Mereview dan meneruskan laporan penyelesaian
layanan kunjungan

Menerima laporan penyelesaian kunjungan dan
ditembuskan kepada Sekjen

Kepala Biro Hubungan
27-02-2019 Masyarakat dan Protokol Disposisi kegiatan/pertemuzn
12:36:17 Sthestarts Jeodecel Tembusan : PaniteraKepala  (Biasa) dimaksud.

Biro Umum

. Mohon dikoordinasikan dan
n dgn baik.




NOMOR SOP 43/SOP/2500/01/2022

JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA

1. Peraturan Presiden Rl No. 65 Tahun
2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden No. 49 Tahun
2012 Tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

2. Peraturan Sekretaris Jenderal MK No.
3 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Sekjen MK No. 13
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

1. SOP Pembimbing Penelitian/Magang

Jika tidak dapat terlaksana dengan baik,
maka diseminasi hak dan kewajiban
konstitusional warga negara menjadi
terhambat

TGL. 18 Oktober 2019

PEMBUATAN

TGL. REVISI 16 Agustus 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT NAMA SOP SOP Narasumber Kunjungan

1. Memiliki pengetahuan di bidang hukum

2. Memahami struktur organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi

3. Memiliki kecakapan untuk melakukan presentasi
dan diskusi

1. Komputer dan kelengkapannya

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

Digital Signature
sop230518059202220103091051




Kegiatan

Dokumentasi

Menerima disposisi Sekjen untuk menerima
kunjungan

Memerintahkan penunjukan Peneliti sebagai
Narasumber

Penunjukan Peneliti melalui Surat Tugas

Mereview Surat Tugas Kunjungan bagi Peneliti

Menerima, melaksanakan, dan melaporkan tugas
sebagai Narasumber Kunjungan




Menerima laporan pelaksanaan tugas sebagai
narasumber kunjungan




JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA

1. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2017

3. Persekjen MK No. 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Persekjen
MK No. 13 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK

1. SOP Penyusunan Karya Tulis lImiah

Jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka KTI
tidak terdokumentasi dengan baik.

NOMOR SOP 45/SOP/2500/01/2022

TGL. 18 Oktober 2019

PEMBUATAN

TGL. REVISI 16 Agustus 2021

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT NAMA SOP SOP Pelaporan Karya Tulis limiah

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer.
2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
3. Memiliki kemampuan di bidang hukum.

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Alat Tulis.
3. Peraturan Perundang-undangan.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature
s0p253852728502220103092359




Kegiatan

Dokumentasi

Menyusun dan menyampaikan laporan penulisan
KTI

Mereview laporan penyusunan KTl dan

meneruskan kepada Kapuslitka

Menerima laporan penyusunan KTI

Mencatat dan mengarsipkan laporan penyusunan
KTI

D T T T N S N T

+ MKRI (\mkii09) (Z) > Pusat Penelitizn dan Pengiajian Perkara dan TIK > =22 DATA PUSLITKA 2020

A8 Fuadi Daftar Tulisan llmiah Peneliti 2020

Daftar Tulisan limiah Peneliti 2020 - Helmi Kasim

Daftar Tulisan fimizh Peneliti 2020 - ifan Nur Rachman-
Daftar Tulisan limiah Peneliti 2020 - Luthfi Widagdo Eddyono

Dafter Tulisen limish Penclit
Daftar Tulisan limiah Peneliti
Daftar Tulisan limiah Peneliti
Daftar Tulisan limiah Peneliti
Daftar Tulisan limish Penelit
Daftar Tulisan limiah Peneliti
Dafter Tulisan limich Peneliti 2020-2yu

Dafter Tulisen limich Peneliti 2020-Bisar

> 46, KARYA TULIS ILMIAH 2020

Memberikan catatan format penulisan laporan KTI
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